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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pegawai Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan

Pemilu Tahun 2024 dengan menggunakan teori kinerja Stephen P. Robbins yang

meliputi enam indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu,

efektivitas, kemandirian, dan tanggung jawab, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut.

1.

Kualitas kerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan
hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan pegawai dalam
melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, melakukan verifikasi dan validasi data pemilih secara
teliti, serta meminimalkan kesalahan administrasi melalui pemeriksaan
berlapis. Kualitas kerja tersebut mendukung terselenggaranya Pemilu Tahun

2024 secara profesional, tertib, dan akuntabel.

Kuantitas kerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro tergolong baik.
Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan sesuai target
meskipun menghadapi beban kerja yang tinggi, meliputi pengelolaan lebih
dari satu juta pemilih, ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta
koordinasi dengan badan ad hoc di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa pegawai mampu menyelesaikan

volume pekerjaan sesuai target organisasi.
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3. Ketepatan waktu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah
terlaksana dengan baik. Seluruh tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut
didukung oleh monitoring dan evaluasi secara berkala, koordinasi
antarbidang, serta dukungan administrasi dan logistik yang memadai
sehingga tidak terjadi keterlambatan yang memengaruhi tahapan

berikutnya.

4. Efektivitas kerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro menunjukkan hasil
yang baik. Hal ini terlihat dari kemampuan organisasi dalam memanfaatkan
sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana secara optimal.
Pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing
mampu meningkatkan koordinasi serta mendukung pencapaian tujuan

penyelenggaraan Pemilu secara efektif.

5. Kemandirian pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan
baik. Pegawai mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada
pimpinan. Selain itu, pegawai juga menunjukkan inisiatif dan kreativitas
dalam menyelesaikan berbagai kendala melalui pemanfaatan teknologi

informasi, media sosial, dan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat.

6. Tanggung jawab pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan
dengan baik. Pegawai menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, menjaga profesionalitas dan integritas dalam
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menjalankan tugas, serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan
kegiatan melalui pelaporan, publikasi hasil Pemilu, dan keterbukaan
informasi kepada masyarakat. Hal tersebut mencerminkan penerapan
prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun

2024.

Secara keseluruhan, kinerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro dalam

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dapat dikategorikan baik. Keenam

indikator kinerja menurut Stephen P. Robbins telah terpenuhi sehingga mampu

mendukung penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efektif, transparan, dan

akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan

saran sebagai berikut.

1.

KPU Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas
sumber daya manusia melalui pelatthan dan bimbingan teknis secara
berkelanjutan agar kinerja pegawai dalam penyelenggaraan Pemilu semakin
profesional dan berkualitas.

KPU Kabupaten Bojonegoro perlu mempertahankan koordinasi yang baik
antar komisioner, sekretariat, dan badan ad hoc serta mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas

penyelenggaraan Pemilu pada periode berikutnya.

. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian

mengenai kinerja penyelenggara Pemilu dengan menggunakan teori,
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metode, atau objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan
perspektif yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan

Pemilu.
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